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IKHTISAR EKSEKUTIF 

 

 

Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahun 2022 Biro Organisasi Lampung 

menetapkan sebanyak 1 (satu) tujuan, 1 (satu) indikator tujuan, 1 (satu) sasaran 

dan 2 (dua) IKU sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen 

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai. Selanjutnya sasaran strategis 

tersebut diwujudkan dalam 2 (dua) program dan 13 (Tiga Belas) kegiatan yang 

dibiayai dengan dana APBD Tahun 2022. Secara keseluruhan dapat 

diinformasikan bahwa capaian kinerja sasaran strategis yang ditetapkan rata-

rata mencapai 100%. Dengan demikian tugas yang diamanatkan di dalam 

Rencana Strategis dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga secara ke 

seluruhan tercapainya target-target pembangunan tadi menggambarkan 

adanya komitmen yang kuat dari unsur pimpinan maupun staf Biro Organisasi 

Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas pokok dan 

fungsinya. 

 

Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari upaya–upaya dan langkah-

langkah yang dirumuskan sebagai strategi pemecahan masalah yang selama ini 

ditemui. Tentunya upaya-upaya tersebut akan dimodifikasi sesuai dengan 

perkembangan situasi dan kondisi serta kemampuan sumber daya yang 

dimiliki guna pencapaian kinerja yang lebih tinggi ditahun berikutnya guna 

mewujudkan visi Gubernur Lampung “Rakyat Lampung Berjaya”.  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang 

berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah 

diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan 

lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah. 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan 

kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung 

jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan sasaran 

Organisasi dalam mendukung Visi dan Misi Gubernur guna 

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat 

pertanggung jawaban secara periodik. 

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, 

Biro Organisasi selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu 

melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan 

mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah 

sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang 

berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. 

Dalam perencanaan pembangunan daerah Provinsi Lampung, 

capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak 

hanya mempertimbangkan visi dan misi Provinsi Lampung, 
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melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin 

dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten/Kota, dan 

Nasional. 

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan 

akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan 

tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem 

pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur sehingga 

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat 

berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan 

bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme 

(KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 

Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas 

dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan 

Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah  (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut 

Biro Organisasi Lampung diwajibkan untuk menyusun Laporan 

Kinerja (LKj). Penyusunan LKj Biro Organisasi Lampung Tahun 

2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas 

penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian 

kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran 

dengan target yang telah ditetapkan, serta tujuan yang 

mendukung visi dan misi Gubernur. 

 

1.2  Gambaran Umum Biro Organisasi 

Keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Biro 

Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses 

pelaksanaan pembangunan di Provinsi Lampung pada khususnya 

serta pembangunan Nasional pada umumnya yang diarahkan 
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untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk 

menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, mandiri dan 

bermartabat. 

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang 

Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja 

Perangkat Daerah Provinsi Lampung, Biro Organisasi mempunyai 

tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan 

perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan 

kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat 

daerah, pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah di bidang 

Kelambagaan dan Analisis Jabatan, Reformasi Birokrasi dan 

Akuntabilitas Kinerja dan Tatalaksana. 

 

Tabel 1.1 
Dasar Hukum Pembentukan Biro Organisasi 

 

 

No Uraian Keterangan 

 
1. 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 72 Tahun 2019 

 

 

2. 

 

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 

4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Provinsi 

Lampung; 

 

 
3. 

 

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 

Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 

Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung; 
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Pada saat ini Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi 

Lampung memiliki Sumber Daya Manusia sebagai pelaksana 

terwujudnya tujuan organisasi guna menunjang misi pemerintah 

daerah, sebanyak 33 (tiga puluh tiga) Aparatur Sipil Negara (ASN) 

yang terdiri dari: 

 

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat/ Golongan,  

Jumlah Pejabat Struktural & Fungsional 

 

JML PEGAWAI 
KUALIFIKASI 
PENDIDIKAN 

PANGKAT/ 
GOL 

JUMLAH PEJABAT 

STRUKTURAL FUNG. 

PNS    

PTHL  

: 

: 

 

33 

11 

org 

org 

S3 

S2 

S1 

D4 

D3 

D2 

D1 

SMK 

SLTA 

SLTP 

SD 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

- 

20 

8 

- 

1 

- 

- 

1 

3 

1 

- 

org 

org 

org 

org 

org 

org 

org 

org 

org 

org 

org 

IV/d 

IV/c 

IV/b 

IV/a 

III/d 

III/c 

III/b 

III/a 

II/d 

II/c 

II/b 

II/a 

I/d 

I/c 

I/b 

I/a 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

-  

1 

2 

6 

7 

5 

4 

2 

2 

- 

2 

- 

-  

- 

- 

- 

Org 

Org 

Org 

Org 

Org 

Org 

Org 

Org 

Org 

Org 

Org 

Org 

Org 

Org 

Org 

org 

Es.II-b   

Es.III-a  

Es.IV-a  

Pelaksa 

na 

: 

: 

: 

: 

 

 

 

1 

3 

1 

17 

Org 

Org 

Org 

Org 

Fungsional 

Tertentu      

:   11 

Sumber : Data Urut Kepangkatan (Simpedu) dan Absensi Biro Organisasi Ta. 2022 

 



 
Biro Organisasi 

 

LKj Biro Organisasi Lampung Tahun 2022 

I - 5 

Pada data tabel diatas menunjukkan Jumlah Keseluruhan 

Pegawai Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung sebanyak 44 

(empat puluh empat) orang, terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) 

orang Pegawai Negeri sipil dan 11 (sebelas) orang Pegawai 

Tenaga Harian Lepas. Kualifikasi Pendidikan untuk Pasca 

Sarjana (S2) sebanyak 20 (dua puluh) orang, Sarjana (S1) 

sebanyak 8 (delapan) orang, Sekolah Menengah Atas sebanyak 3 

(tiga) orang, Sekolah Menengah Kejuruan sebanyak 1 (satu) 

orang, Sekolah Menengah Pertama sebanyak 1 (satu) orang. 

Pangkat dan Golongan untuk IV/c sebanyak 1 (satu) 

orang, Golongan IV/b sebanyak 2 (dua) orang, Golongan IV/a 

sebanyak 8 (delapan) orang, Golongan III/d sebanyak 7 (tujuh) 

orang, Golongan III/c sebanyak 5 (lima) orang, Golongan III/b 

sebanyak 4 (empat) orang, Golongan III/a sebanyak 2 (dua) 

orang, Golongan II/d sebanyak 2 (dua) orang, dan Golongan II/b 

sebanyak 2 (dua) orang. 

Jumlah Pejabat Eselon II-b sebanyak 1 (satu) orang, 

Pejabat Eselon III-a sebanyak 3 (tiga) orang, Pejabat Eselon IV-a 

1 (Satu) orang, Pejabat Fungsional Tertentu 10 (sepuluh) orang 

dan Pelaksana sebanyak 19 (Sembilan Belas) orang. 
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Gambar 1.1 
Stuktur Biro Organisasi 

Sekretaiat Daerah Provinsi Lampung 
 

 

 

 
1.3  Tugas dan Fungsi 

 
Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 

Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi 

serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung, Biro 

Organisasi mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi 

Umum dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, 

 

KEPALA BIRO ORGANISASI 

 

Nama                  : Drs. Lukman, MM. 

NIP : 19680906  198901 1 001 

Pangkat/Gol/Tmt : Pembina Utama Muda (IV/c) 01-04-20 

Diklat Struktural   : PIM II       Tmt Jab: 16-10-20 

Pendidikan      : S2 Manajemen 

 

 

 

Kabag Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas 

Kinerja 

Nama                 : Anoeng Priady Santosa S.P. 

NIP : 19770320 200003 1 002 

Pangkat/Gol/Tmt : Pembina  Tk.I  (IV/b)/01-04-23 

Diklat Struktural  : Pim IV    Tmt Jab: 15-01-21 

Pendidikan         : S2 Manajemen  

 

 

 

Kabag Kelembagaan dan Analisis Jabatan 

 

Nama        : Drs. Achmad Sutiono, M.I.P. 

NIP : 19730208 199303 1 007 

Pangkat/Gol/Tmt  : Pembina Tk. I(IV/b)/ 01-04-17 

Diklat Struktural   : Pim  III       Tmt Jab: 15-01-21 

Pendidikan      : S2 Ilmu Pemerintahan 

 

 

Sub Koordiator Sub  Substansi 

Kelembagaan  

 

Nama   : Adri, SH. 

NIP : 19650429 198603 1 005 

Jabtan  : Analis Kebijakan Ahli Muda  

Pangkat/Gol/Tmt : Penata Tk. I(III/d)/01-10-14 

Diklat Struktural   : Pim IV    Tmt Jab: 31-12-21 

Pendidikan        : S1 Hukum 

 

 

Sub Koordinator Sub Substansi Analisis 

Jabatan  

 

Nama          : - 

NIP : - 

Jabatan  : - 

Pangkat/Gol/Tmt  : - 

Diklat Struktural   : - 

Pendidikan       : - 

  

Sub Koordinator Sub Substansi 

Perencanaan dan Pelaporan 

 

Nama          :  Zulfiqri Umro, S.Sos., M.Si. 
NIP :  19730107 200604 1 004  

Jabatan  :  Perencana Ahli  Muda  

Pangkat/Gol/Tmt  :  Pembina  (IV/a)/ 01-04-22 

Diklat Struktural   :  -    Tmt Jab:   31-12-21 

Pendidikan            :  S2 Ilmu Administrasi 

Sub Koordinator Sub Substansi Reformasi 

Birokrasi 

 

Nama                   : - 

NIP                      : - 

Jabatan                : - 

Pangkat/gol/tmt    : -  

Diklat Struktural    :  -     Tmt Jab  : - 

Pendidikan            : - 

 

Sub Koordinator Sub Substansi Akuntabilitas 

Kinerja 

 

Nama                   : Zulfa Yasid, SP., M.Si 

NIP : 19690803 199703 2 008 

Jabtan  : Analis Kebijakan Ahli Muda 

Pangkat/Gol/Tmt : Pembina (IV/a) /01-04-13 

Diklat Struktural : Pim IV      Tmt Jab: 31-12-21 

Pendidikan            : S2 Sains 

 

Sub Koordinator Sub Substansi Budaya Kerja 

 

Nama             : Siti Aisyah, S.Sos. MM 

NIP : 19650822 199303 2 003 

Jabatan  : Analis Kebijakan Ahli Muda 

Pangkat/Gol/Tmt  : Pembina  (IV/a)/01-04-17 

Diklat Struktural : Pim IV     Tmt Jab: 31-12-21 

Pendidikan          : S2 Manajemen 

 

Kabag Tatalaksana 

 

Nama             : Riski Sofyan, S.STP, M.Si. 

NIP : 19800111 199801 1 001 

Pangkat/Gol/tmt  : Pembina Tk. I  (IV/b)/01-10-19 

Diklat Struktural : Pim IV       Tmt Jab: 15-01-21 

Pendidikan         : S2 Sains 

 

 

 
Kasubbag Tata Usaha 

 

Nama                 : Rudi Oktavia, SE. MM 
NIP : 19771023 201101 1 002 

Pangkat/Gol/Tmt : Penata  Tk.I  (III/d)/01-10-21 

Diklat Struktural  : -        Tmt Jab : 13-04-20 

Pendidikan         : S2 Managemen 

 

Sub Koordinator Sub Substansi Tatalaksana 

Pemerintahan 

 

Nama                 : Andrian Daria, SE. MM 

NIP : 19800929 200604 1 014 

Jabtan  : Analis Kebijakan Ahli Muda 

Pangkat/Gol/Tmt : Penata (III/c)/01-10-20 

Diklat Struktural  : -     Tmt Jab: 31-12-21 

Pendidikan         : S1 Ekonomi 

 

 

Sub Koordinator Sub Substansi Kasubbag 

Pelayanan Publik 

 

Nama                 : Novita Lina HS, SH 

NIP : 19720921 199303 2 003 

Jabatan  : Analis Kebijakan Ahli Muda 

Pangkat/Gol/Tmt : Penata TK.I  (III/d)/01-04-16 

Diklat Struktural  : Pim IV     Tmt Jab: 31-12-21 

Pendidikan         : S1 Hukum 
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pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian 

pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi 

kebijakan daerah di bidang Kelambagaan dan Analisis Jabatan, 

Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dan Tatalaksana. 

Biro Organisasi mempunyai fungsi : 

a.  Penyiapan  perumusan  kebijakan  daerah  di  bidang  

kelembagaan  dan analisis jabatan,  reformasi  

birokrasi  dan  akuntabilitas  kinerja dan tatalaksana; 

b. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan  daerah 

di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi 

birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana; 

c.  Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas  perangkat  

daerah di bidang kelembagaan dan  analisis   jabatan, 

reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan 

tatalaksana; 

d.  Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan  kebijakan 

daerah dibidang kelembagaan dan analisis   jabatan, 

reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan 

tatalaksana; dan 

e.   Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. 

 

 

1. Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan 

 

 Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan 

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan 

perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan 

kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas 

perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi   pelaksanaan   

kebijakan  daerah   di   bidang kelembagaan, analisis 
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jabatan, dan perencanaan dan pelaporan. Untuk 

menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana diatas, Bagian 

Kelembagaan dan Analisis Jabatan, mempunyai fungsi: 

a.  Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di 

bidang kelembagaan, analisis jabatan dan perencanaan 

dan pelaporan; 

b.  Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan 

kebijakan daerah di bidang kelembagaan, analisis 

jabatan dan perencanaan dan pelaporan; 

c.  Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas 

perangkat daerah di bidang kelembagaan, analisis 

jabatan dan perencanaan dan pelaporan; 

d.  Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan, 

analisis jabatan dan perencanaan dan pelaporan; dan 

e.   Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. 

Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan 

sebagaimana dimaksud diatas, dipimpin oleh seorang Kepala 

Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 

Kepala Biro Organisasi. 

2.  Bagian  Reformasi  Birokrasi  dan  Akuntabilitas  Kinerja 

Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja 

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan     

perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan 

kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas 

perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

kebijakan daerah di bidang reformasi birokrasi, 
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akuntabilitas kinerja dan budaya kerja. Untuk 

menyelenggarakan tugas pokok, Bagian Reformasi 

Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, mempunyai fungsi: 

a.  Penyiapan  bahan  perumusan  kebijakan  daerah  di  

bidang  reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan 

budaya kerja; 

b.  Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan 

kebijakan daerah di bidang reformasi birokrasi, 

akuntabilitas kinerja dan budaya kerja; 

c.   Penyiapan bahan pengoordinasian   pelaksanaan tugas 

perangkat daerah di bidang reformasi birokrasi, 

akuntabilitas kinerja dan budaya kerja; 

d.  Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang reformasi 

birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja; dan 

e.   Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. 

Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja 

sebagaimana dimaksud diatas, dipimpin oleh seorang Kepala 

Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 

Kepala Biro Organisasi. 

 

3. Bagian Tatalaksana  

 

Bagian Tatalaksana mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan 

daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, 

pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah,  
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pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di 

bidang tata usaha, tatalaksana pemerintahan dan 

pelayanan publik. Untuk menyelenggarakan tugas Bagian 

Tatalaksana, mempunyai fungsi: 

a. penyiapan  bahan  perumusan  kebijakan  daerah  di  

bidang tata usaha, tatalaksana pemerintahan dan 

pelayanan publik; 

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan 

kebijakan daerah di bidang tata usaha, tatalaksana 

pemerintahan dan pelayanan publik; 

c.  penyiapan bahan pengoordinasian   pelaksanaan tugas 

perangkat daerah di bidang tata usaha, tatalaksana 

pemerintahan dan pelayanan publik; 

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata usaha, 

tatalaksana pemerintahan dan pelayanan publik; dan 

e.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. 

Bagian Tatalaksana sebagaimana dimaksud diatas, 

dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah 

dan bertanggungjawab kepada Kepala Biro Organisasi. 

(1) Sub  Bagian  Tata  Usaha   

 
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas 

melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, 

keuangan, administrasi umum, kelembagaan dan 

ketatalaksanaan, pendokumentasian, perencanaan 

pemeliharaan perlengkapan, perencanaan pemantauan, 

evaluasi, dan pelaporan, melaksanakan pembinaan Pegawai 
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ASN. Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha, adalah sebagai 

berikut: 

a. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian; 

b.  melaksanakan pelayanan administrasi keuangan 

meliputi penganggaran,  penatausahaan, serta 

pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan; 

c.  melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi 

ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan 

barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan   

sistem   informasi, serta  pengelolaan  perpustakaan   

dan kearsipan; 

d.  melaksanakan pengkajian bahan penataan     

kelembagaan dan ketatalaksanaan; 

e. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan 

pendokumentasian peraturan perundang-undangan 

lingkup biro; 

f.  melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan 

RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, 

LKjIP, LKPJ, dan LPPD lingkup biro; 

g.  melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan 

hasil pemeriksaan lingkup biro; 

h. melaksanakan perencanaan pemeliharaan perlengkapan 

biro; 

i. melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi, dan 

pelaporan; 

j.  melaksanakan pembinaan Pegawai ASN; dan 
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k.  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang 

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 

Bagian Tatalaksana. 

 

1.4 Struktur Organisasi 

 

Struktur Biro Organisasi berada di bawah koordinasi 

Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi 

Lampung, terdiri dari: 

 
1. Kepala Biro Organisasi 

2. Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan, membawahi : 

1) Kelompok Jabatan Fungsional. 

3. Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, 

membawahi : 

1) Kelompok Jabatan Fungsional.  

4. Bagian Tatalaksana, membawahi : 

1) Sub Bagian Tata Usaha; 

2) Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

 

 

1.5 Isu Strategis 

Kemampuan mengidentifikasi dan mengeksplorasi isu-isu 

strategis dalam pemerintahan daerah, akan mengantarkan pada 

sebuah racikan strategi yang jitu untuk mengatasi 
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permasalahan-permasalahan masyarakat sebagai domain utama 

pemerintah. Hal ini merupakan prasyarat di dalam menjalankan 

konsep strategic management yang lebih mengedepankan 

kemampuan menganalisis faktor-faktor internal maupun 

eksternal organisasi, sehingga pada akhirnya akan 

menghasilkan kebijakan strategis yang tepat sasaran. Isu-isu 

strategis Biro Organisasi terdiri dari : 

1. Melakukan penataan organisasi perangkat daerah yang 

mantap dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 

memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh 

perangkat daerah; 

2. Melakukan monitoring, evaluasi dan meningkatkan peran 

dan fungsi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat 

daerah sesuai dengan karakteristik dan kemampuan daerah 

pada Pemerintah Provinsi dan memfasilitasi Kelembagaan 

Perangkat Daerah Kab/Kota se Provinsi Lampung; 

3. Meningkatkan tata kerja dan prosedur kerja pada Perangkat 

Daerah Provinsi Lampung; 

4. Meningkatkan dan memelihara kualitas sarana kerja dan 

produktifitas kerja Perangkat Daerah; 

5. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan ketatalaksanaan 

pada Perangkat Daerah; 

6. Meningkatkan dam mengembangkan analisis dan formasi 

jabatan Perangkat Daerah; 

7. Meningkatkan pelayanan kepegawaian pada Sekretariat 

Daerah Provinsi Lampung; 
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8. Meningkatkan dan mengembangkan sarana prasarana 

pengelolaan perpustakaan; 

9. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan profesional 

aparatur pemerintah daerah dalam rangka tugas pokok dan 

fungsi untuk mencapai tujuan organisasi; 

10. Melaksanakan sistem pengendalian intern dan 

mengembangkan budaya kerja aparatur dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan; 

11. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi 

penyelenggaraan pemerintahan bidang kelembagaan, 

ketatalaksanaan, analisis dan formasi jabatan serta 

pendayagunaan kinerja aparatur pada Pemerintah Provinsi 

dan Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung; 

12. Imlementasi SAKIP di Provinsi Lampung belum maksimal 

karena dokumen RPJMD dan Renstra belum selaras. 

 

1.6 Landasan Hukum 

LKj Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung ini disusun 

berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi 

dan Nepotisme; 
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2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah  

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;  

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 

2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi PEMERINTAH 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

8. Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 
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2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

9. Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 

2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Anggaran Pendataan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2021; 

11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 

2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024; 

 

12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2020 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Provinsi Lampung; 

13. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 tentang 

Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah Provinsi Lampung; 

14. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 tentang 

Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja 

Perangkat Daerah Provinsi Lampung; 
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1.7    Sistematika 

Penyusunan Laporan Kinerja pada Biro Organisasi 

Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 adalah : 

 

 BAB I PENDAHULUAN 

Gambaran Umum PD 

 BAB II PERENCANAAN  KINERJA 

  2.1  Renstra 2020-2024 

a. Visi dan Misi 

b. Tujuan, Sasaran, Indikator 

c. Indikator Kinerja Utama 

d. Perubahan PK (PPK) Tahun 2022 

 

 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 

3.1  Kerangka Pengukuran Kinerja 

3.2  Capaian IKU Biro Organisasi Tahun 2022 

3.3  Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja  

       Renstra 2019-2024 (IKU PPK 2022) 

3.4  Akuntabilitas Keuangan Pagu dan Realisasi Keungan    

Ta. 2022 

3.5  Prestasi PD yang diraih selama Tahun 2022 

 

 BAB IV PENUTUP 
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BAB II  

PERENCANAAN KINERJA 

 

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 ini, 

mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah. 

 

2.1  Perubahan Rencana Strategis 2019-2024 

 

 Perubahan Renstra Biro Organisasi Lampung tersebut 

ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah 

sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung 

Tahun 2019-2024. 

Penyusunan Perubahan Renstra Biro Organisasi 

Lampung telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan 

proses penyusunan Perubahan RPJMD Lampung Tahun 2019-

2024 dengan melibatkan stakeholders pada saat 

dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

(Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Perubahan 

Perubahan Renstra Biro Organisasi Lampung merupakan hasil 

kesepakatan bersama antara Biro Organisasi Lampung dan 

stakeholder. 

Selanjutnya, Perubahan Renstra Biro Organisasi 

Lampung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja 
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(Renja) Biro Organisasi Lampung yang merupakan dokumen 

perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja 

Biro Organisasi Lampung dimuat program dan kegiatan 

prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun 

mendatang. 

 

A. Visi dan Misi 

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada 

masa mendatang oleh Gubernur, pimpinan dan seluruh staf 

Biro Organisasi Lampung. Visi tersebut mengandung makna 

bahwa Lampung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas 

masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Lampung 

yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera. 

Visi Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 adalah :  

“RAKYAT LAMPUNG BERJAYA” 

 
Sedangkan untuk mewujudkan Visi Gubernur Provinsi 

Lampung Tahun 2019-2024 tersebut diatas dilaksanakan Misi 

sebagai berikut : 

1.  Misi kesatu : Menciptakan kehidupan yang religius 

(agamis), berbudaya, aman, dan damai. 

2. Misi kedua : Mewujudkan “Good Governance” Untuk 

Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan 

Publik. 

3.  Misi ketiga : Meningkatkan  kualitas  SDM  dan 

mengembangkan  upaya perlindungan anak, 

pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas. 
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4. Misi keempat : Mengembangkan Infrastruktur Guna 

Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas 

Wilayah. 

5.  Misi kelima : Membangun Kekuatan Ekonomi 

Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan 

yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan. 

6.  Misi keenam : Mewujudkan Pembangunan Daerah 

yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama. 

 

Dalam mendukung Visi dan Misi Gubernur Provinsi 

Lampung pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) dijabarkan Biro Organisasi 

termasuk dalam Misi ke-2 yaitu Mewujudkan “Good 

Governance” Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan 

Pelayanan Publik. Yang bertujuan jangka menengah 

Meningkatkan Peran Kebijakan Daerah untuk mewujudkan 

efektivitas Tata Kelola Pemerintahan. Tujuan dan Sasaran 

Perubahan Renstra Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi 

Lampung berupa Program Pembangunan sebagai berikut: 

a. Kelembagaan dan Analisis Jabatan; 

b. Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja; 

c. Tatalaksana. 

 

B. Tujuan, Sasaran dan Indikator 

 Tujuan 

 Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan 

dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan 

ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi 
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Gubernur Provinsi Lampung serta didasarkan pada isu-isu dan 

analisa strategis. 

  

 Tujuan merupakan suatu yang akan dicapai atau 

dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima 

tahun. Adapun dalam hal ini kaitan tujuan yang ditetapkan 

mengacu kepada pernyataan visi dan misi Gubernur Provinsi 

Lampung yang telah ditetapkan berdasarkan pada isu-isu 

strategis. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas 

pencapaian sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing 

misi. 

 

Adapun Tujuan Biro Organisasi Sekretariat Daerah 

Provinsi Lampung yang relevan untuk Misi Provinsi Lampung 

yaitu Misi 2 “Mewujudkan “Good Governance” Untuk 

Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan Publik” 

yaitu Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi 

melalui Peningkatan Akuntabilitas Kinerja, Kelembagaan 

yang tepat fungsi dan ukuran serta Ketatalaksanaan 

Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

 

 Sasaran Jangka Menengah 

 

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh 

Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, 

dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran 

diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / 

tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang 

telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai 
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Tujuan Biro Organisasi Tahun 2019-2024 sebanyak 2 (dua) 

sasaran strategis. 

 

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh 

instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam 

kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran 

diusahakan dapat diukur dalam bentuk kuantitatif. Oleh 

karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin 

dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk 

mencapai tujuan. 

 

Adapun yang menjadi Sasaran Biro Organisasi Sekretariat 

Daerah Provinsi Lampung berdasarkan misi dan visi gubernur 

adalah “Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi, 

Akuntabilitas Kinerja, Kelembagaan yang tepat fungsi dan 

ukuran serta Tatalaksanaan Provinsi dan Kabupaten/Kota”. 

 

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk 

keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut 

indikator dan target Biro Organisasi Lampung sebagai berikut : 
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Tabel 2.1 

Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja 

Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung  

 

NO TUJUAN 
INDIKATOR 

TUJUAN 

TARGET 

(2024) 
SASARAN 

INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET KINERJA PADA TAHUN 

2019 

(kondisi 

awal) 

2020 2021 2022 2023 2024 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meningkatnya 

Implementasi 

Reformasi 

Birokrasi melalui 

Peningkatan 

Akuntabilitas 

Kinerja, 

Kelembagaan 

yang tepat fungsi 

dan ukuran 

serta 

Ketatalaksanaan 

Provinsi dan 

Kabupaten/Kota 

 

Persentase 

Perangkat 

Daerah 

yang 

menginput 

LKE unit 

PMPRB 

Provinsi 

Lampung 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88 

(Skor/ 

Nilai) 

Meningkatnya 

akuntabilitas 

kinerja, 

kelembagaan 

yang tepat 

fungsi dan 

ukuran serta 

ketatalaksana-

an provinsi 

dan kab/kota 

 

 

 

 

 

 

Meningkatnya 

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

terhadap 

Pelayanan 

Publik 

Persentase PD 

dalam 

pemenuhan 

dokumen Tata 

Kelola 

Organisasi 

sesuai dengan 

peraturan 

yang berlaku 

(Kelembagaan 

dan Analisis 

Jabatan, 

Reformasi 

Birokrasi dan 

Akuntabilitas 

Kinerja, 

Tatalaksana) 

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80,135 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82 

85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88 

 

 

C. Indikator Kinerja Utama 

 

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas 

dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia 

diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang 
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Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di 

Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama 

merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan 

sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Lampung 

telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat 

Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja 

Perangkat Daerah melalui Keputusan Gubernur Lampung 

Nomor: G/28/VI.01/HK/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan 

atas  Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 

G/770/B.09/HK/2019 tentang Indikator Kinerja Utama 

Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. 

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Biro 

Organisasi Lampung tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2.2 

Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja  

Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 
 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA UTAMA 
SATUAN ALASAN 

FORMULASI/CARA 

PENGUKURAN 
SUMBER DATA KETERANGAN/KRITERIA 

1 Meningkatnya 

akuntabilitas 

kinerja, kelembagaan 

yang tepat fungsi 

dan ukuran serta 

ketatalaksana-an 

provinsi dan 

kab/kota 

 

 

 

Persentase PD dalam 

pemenuhan 

dokumen Tata Kelola 

Organisasi sesuai 

dengan peraturan 

yang berlaku 

(Kelembagaan dan 

Analisis Jabatan, 

Reformasi Birokrasi 

dan Akuntabilitas 

Kinerja, Tatalaksana) 

 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skor/Nilai 

Untuk mewujudkan 
efektifitas Tata Kelola 

Pemerintahan 

 

 

 

 

Untuk mengukur 

tingkat kepuasan 

masyarakat sebagai 

penggina layanan 

dan meningkatkan 

kualitas 

penyelenggaraan 

pelayanan publik 

Jumlah PD yang 

memenuhi dokumen 

Tata Kelola sesuai 

dengan Peraturan 

yang berlaku dibagi 

jumlah PD Provinsi 

dikali 100% 

 

 

Jumlah NRR 

tertimbang / unsur 

dikali 25 (Kalau 

pilihan jawabannya 

4) 

 

 

- Dokumen 

Kelembagaan dan 

Analisis Jabatan; 

- Dokumen 

Reformasi 

Birokrasi dan 

Akuntabilitas 

Kinerja; 

- Dokumen 

Tatalaksana. 

 

- Permenpan RB No. 

14 Tahun 2017 

tentang Pedoman 

Penyusunan Survei 

Kepuasan 

Masyarakat Unit 

Penyelenggara 

Pelayan Publik 

- PD yang memenuhi 
dokumen Tata Kelola 

Organisasi yang sesuai 

dengan peraturan yang 

berlaku. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

- PD / Unit Pelayanan 
Publik Yang 

Melaksanakan SKM  
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D. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 

 

 Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana 

kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan 

instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan 

wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa 

yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang 

dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun 

prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang 

terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan 

fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau 

kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak 

ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan 

Perjanjian Kinerja Perubahan Biro Organisasi Lampung Tahun 

2022 mengacu pada dokumen Perubahan Renstra Biro 

Organisasi Lampung Tahun 2019-2024, dokumen Rencana 

Kerja (Renja) Tahun 2022, dan Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran Perubahan (DPAP) Tahun 2022, Biro Organisasi 

Lampung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Perubahan 

Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut: 
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Tabel 2.3 

Perubahan Perjanjian Kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi 

Lampung Tahun 2022 

 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

(1) (2) (3) (4) 

1. 
 

 
 
 
 
 
 

Meningkatnya 
Implementasi Reformasi 
Birokrasi,  Akuntabilitas 
Kinerja, Kelembagaan yang 
tepat fungsi dan ukuran 
serta Tatalaksana Provinsi 
dan Kabupaten/Kota 

- Persentase PD dalam 
pemenuhan dokumen 
Tata Kelola 
Organisasi sesuai 
dengan peraturan 
yang berlaku 
(Kelembagaan dan 
Analisis Jabatan, 
Reformasi Birokrasi 
dan Akuntabilitas 
Kinerja, Tatalaksana) 

 
- Indeks Kepuasan 

Masyarakat 

85% 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

84 
(nilai) 

 

 

Program / Kegiatan Prioritas Gubernur Terpilih 

 Dalam mendukung Visi dan Misi Provinsi Lampung pada 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

dijabarkan Biro Organisasi termasuk dalam Misi ke-2 yaitu 

Mewujudkan “Good Governance” Untuk Meningkatkan 

Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan Publik dan mengampu 

Janji Kerja Gubernur Terpilih yaitu Mereformasika Birokrasi 

untuk mengingkatkan efektivitas pemerintahan. Yang 

bertujuan jangka menengah Mewujudkan Tata Kelola 

Pemerintahan Yang Baik, dengan sasaran Meningkatnya 

Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi, Meningkatnya 

Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja, 

Meningkatnya Kualitas Layanan Pada Masyarakat. Tujuan dan 

sasaran Perubahan Renstra Biro Organisasi Sekretariat Daerah 

Provinsi Lampung berupa Program Pembangunan sebagai 

berikut: 
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1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; 

2. Penataan Organisasi. 

  Kegiatan atau aktivitas yang dilakukan sebagai gambaran 

dalam melaksanakan kebijakan dan program yang telah 

dituangkan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran 

yang memberikan kontribusi bagi terwujudnya visi dan misi 

gubernur yang ditetapkan. 

 

  Untuk melaksanakan kebijakan dan program Biro 

Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Tahun 

Anggaran 2022, ditetapkan kegiatan/sub kegiatan sebagai 

berikut: 

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah; 

b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. 

 

2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 

a. Sub Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi. 

 

3. Kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah 

Derah 

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor; 

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 

Kantor. 

 

4. Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan 

a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan 

Provinsi; 
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b. Sub Kegiatan Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota; 

c. Sub Kegiatan Analisis Jabatan. 

 

5. Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi  

a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Reformasi dan Akuntabilitas 

Kinerja Birokrasi; 

b. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas 

Kinerja; 

c. Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja; 

d. Sub Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan; 

e. Sub Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik. 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KENERJA 

 

 Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, 

badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan 

atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang 

berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Biro 

Organisasi Lampung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan 

kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Biro Organisasi Lampung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan 

dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 

239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja 

Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Laporan tersebut 

memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing 

indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 

2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2022 Sesuai dengan ketentuan 

tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang 

ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan Biro Organisasi. 

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja 

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang 

telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan instansi pemerintah 

dan visi misi instansi pemerintah. 
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Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Capaian 

indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas 

indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran 

diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran 

strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran 

strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian 

indikator kinerja sasaran. 

Predikat nilai capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerjanya 

dengan Pendekatan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 

sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Skala Nilai Capaian Kinerja 
Tahun 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis 

pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan 

No 
INTERVAL NILAI REALISASI 

KINERJA 

KRITERIA PENILAIAN 

REALISASI KINERJA 

(1) 91% ≤ 100% Sangat tinggi 

(2) 76% ≤ 90% Tinggi 

(3) 66% ≤ 75% Sedang 

(4) 51% ≤ 65% Rendah 

(5) ≤ 50% Sangat Rendah 
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mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang 

diharapkan. 

 

Dalam laporan ini, Biro Organisasi Lampung dapat memberikan 

gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-

masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat 

pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran 

dan tujuan yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2019-2024 maupun 

Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran 

kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang 

telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi Gubernur Provinsi 

Lampung. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perubahan Perjanjian 

Kinerja Biro Organisasi Tahun 2021, hasil reviu dan Indikator Kinerja 

Utama Provinsi Lampung dan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi 

Lampung berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 

G/770/B.09/HK/2019 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama 

Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, Keputusan Kepala Biro 

Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung No. 060/83.a/07/2022 

Tahun 2022 Tentang Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) 

dilingkungan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung, telah ditetapkan 1 

(satu) tujuan, 1 (satu) indikator tujuan, 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) 

indikator kinerja (out comes). 

3.2  Capaian IKU Biro Organisasi Tahun 2022 

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih 

meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi 

pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu 

pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah 

menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah 

yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam 

tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah 

merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis 
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instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran 

keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.  

Biro Organisasi Lampung telah menetapkan Indikator Kinerja 

Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 060/83.a/07/2022 

tanggal 31 Januari 2022 dan melalui Keputusan Gubernur Lampung 

Nomor: G/770/B.09/HK/2019 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja 

Utama Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Upaya untuk 

meningkatkan akuntabilitas, permasalahan dan isu-isu strategis yang 

sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. 

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Biro Organisasi 

Lampung tahun 2021 menunjukan hasil sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Capaian Indikator Kinerja Utama 

Renstra 2019-2024  
Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung 

Tahun 2022 

 

Biro Organisasi memiliki satu sasaran strategis yaitu Meningkatnya 

implementasi reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, kelembagaan 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 
KINERJA 

 

Satua
n  

KINERJA 2022 KINERJA 2023 2024 

TAR 

GET 

REAL

ISASI 

CAPA

IAN 

TAR

GET 

REAL

ISASI 

CAPA

IAN 

TARGE
T 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) ( 7) ( 8) (9) (10) (11) 

 

1 

 
Meningkatnya 
implementasi 
reformasi 
birokrasi, 

akuntabilitas 
kinerja, 
kelembagaan 
yang tepat 

fungsin dan 
ukuran serta 
tatalaksana 
provinsi dan 
kabupaten/kota 

 
 

 

 
Persentase PD 
dalam 
pemenuhan 
dokumen Tata 

Kelola 
Organisasi 
sesuai dengan 
pe 

raturan yang 
berlaku 
(Kelembagaan 
dan Analisis 
Jabatan, 
Reformasi 
Birokrasi dan 
Akuntabilitas 
Kinerja, 
Tatalaksana) 

 
 

   
 

Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 

 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skor/

nilai 

 

85 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

84 

 

 

85 
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yang tepat fungsin dan ukuran serta tatalaksana provinsi dan 

kabupaten/kota. Yang terdiri dua indicator sasaran, pada indicator 

sasaran pertama, Persentase PD dalam pemenuhan dokumen Tata Kelola 

Organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku (Kelembagaan dan 

Analisis Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, 

Tatalaksana), realisasi pada tahun 2022 sebesar 85% dari target 85% 

sehingga persentase capaian sebesar 100% dengan kriterian sangat tinggi 

dan mencapai target. 

 

 

 

 

 

 

P 

ada indikator sasaran ke dua, Indeks Kepuasan Masyarakat dengan 

realisasi pada tahun 2022 84 (skor/nilai) dari target 84 (skor/nilai) 

sehingga persentase capaian sebesar 100% dengan kriterian sangat tinggi 

dan mencapai target. 

 

3.2.1 Perbandingan Realisasi IKU 1 Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya 
 

Adapun perbandingan antara realisasi IKU tahun 2022 dengan 

tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Pada sasaran Meningkatnya implementasi reformasi birokrasi, 

akuntabilitas kinerja, kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran serta 

tatalaksana provinsi dan kabupaten/kota dengaan IKU I yaitu Persentase 

PD dalam pemenuhan dokumen Tata Kelola Organisasi sesuai dengan 

Sasaran 1 

Sasaran  Meningkatnya implementasi reformasi birokrasi, akuntabilitas 
kinerja, kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran serta 

tatalaksana provinsi dan kabupaten/kota. 

IKU I Persentase PD dalam pemenuhan dokumen Tata Kelola 
Organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku (Kelembagaan 
dan Analisis Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas 

Kinerja, Tatalaksana) 

   Satuan Persentase 
2019 2020 2021 2022 

Target Realisas
i 

Capaian Target Realisas
i 

Capaian Target Realisasi Capaian Target Realisas
i 

Capaian 

70 70 100 75 75 100 80 80 100 85 85 100 
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peraturan yang berlaku (Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Reformasi 

Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, Tatalaksana) 

 pada tahun 2019 dengan realisasi 70% dan capaian sebesar 100% 

maka dikategorikan Sangat Tinggi, tahun 2020 dengan realisasi 75% dan 

capaian sebesar 100% maka dikategorikan Sangat Tinggi, tahun 2021 

dengan realisasi sebesar 80% dan capaian sebesar 100% maka 

dikategorikan Sangat Tinggi, tahun 2022 dengan realisasi sebesar 85% 

dan capaian sebesar 100% maka dikategorikan Sangat Tinggi. 

Perbandingan realisasi IKU 1 tahun 2022 dengan target akhir Renstra 

 
Adapun perbandingan antara realisasi IKU 1 tahun 2022 dengan 

tahun akhir Renstra dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

 

Sasaran 1 

Sasaran 1  Meningkatnya implementasi reformasi birokrasi, akuntabilitas 
kinerja, kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran serta 

tatalaksana provinsi dan kabupaten/kota. 

IKU 1 Persentase PD dalam pemenuhan dokumen Tata Kelola 
Organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku 
(Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Reformasi Birokrasi dan 

Akuntabilitas Kinerja Tatalaksana),  

Satuan Persentase 

2022 2024 

Target Realisasi Capaian Target Capaian 

85 85 100 100 100 

Sumber : Biro Organisasi, 2022 

 

Berdasarkan data pada tabel di atas, apabila dibandingkan antara 

capaian pada tahun 2022 dengan target akhir yang telah ditetapkan pada 

Renstra tahun 2024 menghasilkan capaian terhadap target akhir sebesar 

100%, hal ini merupakan progres yang baik dimana masih terdapat 2 

tahun lagi untuk menyelesaikan target akhir Renstra tahun 2024. 

Dalam mencapai target kinerja, formulasi untuk mengukur 

penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi yaitu : 
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Jumlah PD yang memenuhi dokumen tatakelola sesuai 

dengan peraturan yang berlaku 
            x 100% 

Jumlah Perangkat Daerah Provinsi 

 

Grafik 3.2 

Persentase PD dalam pemenuhan dokumen Tata Kelola Organisasi sesuai 
dengan Peraturan yang berlaku (Kelembagaan dan Analisis Jabatan, 

Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, Tatalaksana) 

 

 

Biro Organisasi mempunyai tugas menyiapkan perumusan 

kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat 

Daerah, Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di 

bidang kelembagaan dan analisis jabatan, Reformasi Birokrasi dan 

Akuntabilitas Kinerja dan Tatalaksana. Capaian kinerja yang telah 

dilaksanakan oleh Biro Organisasi antara lain: 

1. Pembentukan  Susunan  Organisasi  dan Tata Kerja  (SOTK) 

Perangkat Daerah 

 

Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Republik Indonesia pada 

Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 

Indonesia tanggal 20 Oktober 2019, disampaikan dalam isi pidato 

pelantikan yang salah satu arahannya adalah perlunya dilakukan 
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penyederhanaan birokrasi pada Kementerian atau Lembaga dan 

Pemerintah Daerah menjadi hanya 2 (dua) level dan mengalihkan 

jabatan tersebut ke jabatan fungsional yang berbasis 

keahlian/keterampilan dan kompetensi tertentu. 

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 

tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi 

Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Dijelaskan bahwa 

Penyederhanaan Birokrasi dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan yaitu: 

a. Penyederhanaan Struktur Organisasi; 

b. Penyetaraan Jabatan; dan 

c. Penyesuaian Sistem Kerja 

Tahapan Penyederhanaan Struktur Organisasi bertujuan untuk; 

1. Memperpendek dan Menyederhanakan proses pengambilan 

keputusan dalam birokrasi pemerintahan, sehingga pelayanan 

menjadi lebih cepat.  

2. Mengurangi terjadinya resiko penyimpangan baik dalam 

memahami tujuan organisasi maupun dalam pengelolaan sumber 

daya sebagai akibat dari banyaknya pihak yang terlibat dalam 

setiap pengambilan keputusan.  

3. Menyederhanakan proses koordinasi dalam pelaksanaan tugas 

dan fungsi sehingga dapat dicapai efisiensi yang tinggi. 

  

 Penyederhanaan Struktur Organisasi dilakukan terhadap 

seluruh perangkat daerah baik yang melaksanakan urusan 

pemerintahan, pendukung urusan pemerintahan, maupun penunjang 

urusan pemerintahan.  

 Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang 

Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, 
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ruang lingkup penyetaraan jabatan administrasi pada instansi 

pemerintah, meliputi: Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan 

Jabatan Pelaksana yang merupakan Eselon V. Penyetaraan Jabatan 

dilakukan sebagai berikut: 

a. Administrator disetarakan dengan jabatan fungsional jenjang ahli 

madya. 

b. Pengawas disetarakan dengan jabatan fungsional jenjang ahli 

muda. 

c. Pejabat pelaksana yang merupakan eselon V disetarakan dengan 

jabatan fungsional jenjang ahli pertama.  

 

Dalam rangka pelaksanaan amanat Peraturan Menteri 

PAN&RB Nomor 17 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 25 

Tahun 2021 dimaksud, Pemerintah Provinsi Lampung telah 

menindaklanjuti kebijakan tersebut, dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1. Penyederhanaan Struktur Organisasi 

 Usulan Penyederhanaan Struktur Organisasi dilakukan 

melalui Surat Gubernur Lampung Nomor 800/2349/07/2021 

tanggal 23 Juni 2021 hal Usulan Penyederhanaan Struktur 

Organisasi Jabatan Administrasi Pada Pemerintah Provinsi 

Lampung yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri untuk 

dilakukan verifikasi dan validasi terkait hasil pemetaan dan 

analisis terhadap 340 (tiga ratus empat puluh) Jabatan 

Administrator dan 1.314 (seribu tiga ratus empat belas) 

Jabatan Pengawas yang akan disederhanakan guna 

mendapatkan persetujuan.  

 Melalui Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/5868/OTDA 

tanggal 10 September 2021, hal Persetujuan Penyederhanaan 

Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi Lampung, terhadap usulan 



 

 
Biro Organisasi 

 

 

Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Pemerintah Provinsi 

Lampung disetujui sebanyak 857 (delapan ratus lima puluh 

tujuh) jabatan dengan nilai capaian penyederhanaan struktur 

organisasi sebesar 99,5%.  

 

2. Penyetaraan Jabatan  

 Penyetaraan Jabatan diusulkan melalui Surat Gubernur 

Lampung Nomor 800/4674/07/2021 tenggal 21 Desember 

2021 hal Usulan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam 

Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi 

Lampung, kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan 

validasi oleh tim validasi kementerian sebagai rekomendasi 

penetapan persetujuan setelah mendapatkan pertimbangan 

tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi. 

 

Berkenaan hal tersebut maka Peraturan Gubernur Lampung 

Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah perlu 

dilakukan evaluasi/penyesuaian. Oleh karena itu, memperhatikan 

tugas Sub Bagian Kelembagaan pada Bagian Kelembagaan dan 

Analisis Jabatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi 

Lampung pada Tahun Anggar 2021, melakukan penguatan 

program bidang kelembagaan dengan kegiatan sebagai berikut: 

1. Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi            

2. Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota  
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Gambar 3.1 Foto Kegiatan Penataan Kelembagaan Provinsi dan Kab/Kota 

Dalam upaya pembinaan, pengawasan, penataan 

perangkat daerah agar tepat fungsi dan ukuran, Biro 

Organisasi telah melaksanakan beberapa kali 

perumusan/pembentukan SOTK di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi Lampung sesuai dengan peraturan perundangan yang 

berlaku. Pembentukan SOTK sebagai berikut 

 

Tabel 3.4 Pembentukan SOTK Provinsi Lampung 

 

 

 

 

 

 

Di Tahun 2022 Kegiatan Fasilitasi Penataan 

Kelembagaan Provinsi menghasilkan 3 (tiga) Produk Hukum 

sebagai berikut : 

No Tahun Jumlah Produk Hukum 
Kelembagaan 

Keterangan 

1. 2019 11 Produk Hukum  

2. 2020   5 Produk Hukum  

3. 2021   3 Produk Hukum  

4. 2022 3 Produk Hukum     
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a) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 

2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur 

Lampung No 59 Tahun 2021 tentang Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 

Perangkat Daerah. 

b) Dokumen Penyesuaian Jabatan Fungsional Hasil 

Penertaan Jabtan Pemerintah Provinsi Lampung 

Tahun 2022. 

c) Terlaksanannya Sosialisasi Peraturan Gubernur 

Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 

Perangkat Daerah. 

2. Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan 

Evaluasi Jabatan 

  Analisis Jabatan, ABK dan Evjab merupakan salah 

satu manajemen kepegawaian dimana  bertujuan  untuk  

meningkatkan  efektifitas  dan  efisiensi  kinerja perangkat 

daerah dengan dukungan Sumber Daya Aparatur sesuai 

dengan kualitas dan kapasitas SDA yang ada untuk 

mencapai tujuan dan sasaran OPD di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi Lampung. 

 

Gambar 3.2  Progres Anjab, ABK, Evjab Provinsi Lampung 
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a. Analisis Jabatan adalah suatu teknik, metode, atau cara yang 

digunakan untuk mendapatkan informasi jabatan berupa peta 

jabatan dan uraian jabatan. 

Tersusunya hasil analisis jabatan pada perangkat daerah di 

lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Hasil Analisis Jabatan 

tersebut berupa Peta Jabatan dan Uraian Jabatan. 

Peta Jabatan merupakan bentangan seluruh jabatan yang ada 

pada suatu satuan kerja, baik jabatan struktur maupun jabatan 

pelaksana dan jabatan fungsional tertentu (JF dengan adanya Peta 

Jabatan ini maka semua tugas menjadi terbagi habis serta jelas 

siapa yg melakukannya. 

Berdasarkan hasil analisis jabatan yang telah dilakukan didapat 

jumlah jabatan dalam Peta Jabatan 

b. Analisis beban kerja adalah suatu teknik manajemen yang 

dilakukan secara sistematis guna mendapatkan informasi 

mengenai tingkat efesiensi & efektifitas, produktifitas, dan jumlah 

kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja dalam sat tahun. 

Alat ukur/aspek yang digunakan meliputi nama jabatan, rincian 

tugas, frekuensi/satuan hasil pekerjaan, volume kerja, norma 

waktu, serta peralatan yang digunakan. 

Tersedianya data Jumlah kebutuhan PNS pada Perangkat Daerah 

di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Data jumlah 

kebutuhan PNS tersebut diperoleh dengan melakukan analisis 

beban kerja. 

Berdasarkan beban kerja digunakan sebagai dasar penetapan 

jumlah kebutuhan PNS pada jabatan yang bersangkutan. Dari 

analisis ini dapat diketahu kelebihan/kekurangan PNS pada tiap-

tiap jabatan serta latar belakang pendidikannya. 

c. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan 

secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang 

disebut faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk 

menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan; 
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Hasil Evaluasi Jabatan pegawai negeri sipil di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi Lampung meliputi: 

 

1. Rekapitulasi kelas jabatan, persediaan pegawai dan kebutuhan 

pegawai 

di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung; 

2. Daftar nama Jabatan struktural, kelas jabatan, persediaan 

pegawai dan kebutuhan pegawai di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi Lampung; 

3. Daftar nama Jabatan Fungsional, dan jabatan lainnya, kelas 

jabatan, 

persediaan pegawai dan kebutuhan pegawai di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi Lampung; 

4. Tabel hasil evaluasi jabatan struktural; 

5. Tabel hasil jabatan fungsional dan jabatan lainnya. 

 

Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara 

vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas 

dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan. Peta 

jabatan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan 

kedudukannya dalam unit kerja. 

 

Informasi Faktor Jabatan adalah data yang diperlukan dalam 

rangka pelaksanaan evaluasi jabatan struktural maupun jabatan  

fungsional yang berasal dari hasil analisis jabatan struktural 

maupun jabatan fungsional dan sumber-sumber lain. 

 

Tujuan Evaluasi Jabatan memperoleh dasar (basis) yang dianggap 

adil untuk membuat “peringkat jabatan/pekerjaan” yang ada. 

 

Klasifikasi Jabatan, Nilai bobot jabatan, Pola Karir,Kompetensi 

(sebagai bahan penyusunan kebijakan pemberian Tunjangan 

Tanbahan Penghasilan Pegawai  bagi PNS) 
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Gambar 3.3 Foto Kegiatan Anjab, ABK, Evjab dan SKj  
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3. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan 

Provinsi Lampung 

3.4 Gambar Skema SAKIP 
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LKj (Laporan Kinerja) merupakan salah satu indikator 

penilaian SAKIP Pemerintah Daerah. Dimana SAKIP yang memiliki 5 

(lima) komponen yaitu perencanaan, pengukuran kinerja, 

implementasi, pelaporan/akuntabilitas dan evaluasi. 

   Biro Organisasi sebagai leading sektor penyusunan LKj 

bertugas menyusun petunjuk pelaksanaan di bidang akuntabilitas 

kinerja; melaksanakan monitoring system akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah dan sakip Kabupaten/Kota; serta menyusun 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Gubernur. Pada progress 

pencapaian nilai evaluasi SAKIP agar lebih baik telah dilaksanakan 

beberapa upaya yang secara langsung dan tidak langsung 

berpengaruh terhadap pencapaian kinerja OPD di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi Lampung.  

 

 Gambar 3.5 Nilai SAKIP Provinsi Lampung Tahun 2022 

Biro Organisasi memberikan fasilitasi implementasi monitoring 

dan evaluasi pelaksanaan SAKIP yang meliputi pendampingan 

penyusunan cascading, pohon kinerja, rencana aksi, perjanjian 

kinerja, dan pelaporan akuntabilitas kinerja baik dalam lingkup 

Pemerintah Provinsi Lampung, Perangkat Daerah di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi Lampung serta Pemerintah Kabupaten/Kota se 

Provinsi Lampung. Yang bertujuan menjadi parameter pengukuran 
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kinerja melalui target dalam perjanjian kinerja, serta parameter 

pengukuran keberhasilan kinerja baik dalam lingkup Pemerintah 

Provinsi Lampung dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi Lampung melalui pelaporan akuntabilitas kinerja yang 

dimuat dalam Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah. 

Dalam pelaksanaan kegiatan monitoring akuntabilitas kinerja 

memfasilitasi, implementasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

SAKIP yang meliputi pendampingan penyusunan cascading, pohon 

kinerja, rencana aksi, perjanjian kinerja, dan pelaporan akuntabilitas 

kinerja baik dalam lingkup pemerintah provinsi lampung maupun 

kabupaten/kota. 

Tabel 3.5 Kegiatan Peningkatan Nilai SAKIP 

 

 

 

 

 

Pada  prosesnya dalam penyusunan laporan kinerja   Provinsi 

Lampung dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, Sub Bagian 

Akuntabilitas Kinerja telah melaksanakan beberapa upaya yaitu:  

1. Rapat Koordinasi Pembentukan Tim SAKIP Provinsi Lampung, hari 

Senin pada tanggal 24 Januari 2022, bertempat di Ruang rapat 

Staf Ahli Gubernur Gedung Megow Pak di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi Lampung ; 

2. Rapat Koordinasi Capaian IKU Provinsi lampung tahun 2022, hari 

senin pada tanggal 31 Januari 2022, bertempat di HOTEL 

GOLDEN TULIP; 

3. Penandatanganan Perjanjian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi 

(Eselon II) dengan Gubernur Lampung, hari selasa pada Tanggal 2 

No Tahun Jumlah Kegiatan Guna 
Meningkatkan Nilai AKIP 

Keterangan 

1. 2019 12 Kegiatan  

2. 2020 15 Kegiatan  

3. 2021 17 Kegiatan  

4. 2022 23 Kegiatan   
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Februari 2022, bertempat di Ruang Rapat Utama Komplek Kantor 

Gubernur Lampung; 

4. Rapat  Koordinasi  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  

Perangkat  Daerah Provinsi  Lampung  Tahun  2021,  pada  hari  

Rabu-Jum`at  pada  tanggal  9-11  Maret 2022, bertempat di 

HOTEL GOLDEN TULIP; 

5. Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Evaluasi Reformasi Birokrasi dan 

Sistem Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  Perangkat  

Daerah  Provinsi  Lampung Tahun 2022, pada hari Rabu pada 

tanggal 25 Mei 2022, bertempat di Gedung Pusiban; 

6. Rapat Penyelarasan Cascading Perangkat Daerah, pada hari 

Jum`at tanggal 24 Juni 2022, bertempat di Ruang Rapat Biro 

Organisasi Setda Provinsi Lampung; 

7. Rapat  Konsultasi  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  

Pemerintah  dan  Reformasi Birokrasi Provinsi Lampung Tahun 

2022, pada hari Rabu tanggal 29-30 Juni 2022, bertempat di 

Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi, Lembaga Administrasi Negara, Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional Republik Indonesia, di jakarta; 

8. Workshop Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

Provinsi Lampung Tahun 2022, pada hari Rabu-Kamis tanggal 6-7 

Juli 2022, Bertempat di Hotel Golden Tulip; 

9. Rapat  Koordinasi Implementasi Aplikasi e-SAKIP Terintegritas  

Perangkat  Daerah, pada hari Senin pada tanggal 18 Juli 2022, 

bertempat di Ruang Rapat Biro Organisasi Setda Provinsi 

Lampung; 

10. Rapat Koordinasi Lanjutan SAKIP Award Perangkat Daerah, pada 

hari Selasa pada tanggal 18 Juli 2022, bertempat di Ruang Rapat 

Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung; 

11. Benchmarking    Reformasi    Birokrasi,    Sistem    Akuntabilitas    

Kinerja    Instansi Pemerintah, Pelayanan Publik dan Budaya 

kerja, pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022, bertempat Kantor 

Gubernur Provinsi Jawa Barat, di Bandung; 
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12. Kunjungan Kerja ke Provinsi Jawa Timur, pada hari Jum`at 

tanggal 5 Agustus 2022 bertempat di Kantor Gubernur Jawa 

Timur; 

13. Desk Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Perubahan Pohon 

Kinerja Perangkat Daerah,  pada  hari  Senin-Rabu  tanggal  8-10  

Agustus  2022  bertempat  di  Ruang Rapat Biro Organisasi Setda 

Provinsi Lampung; 

14. Rapat  Persiapan  Evaluasi  Reformasi  Birokrasi  dan  Sistem  

Akuntabilitas  Kinerja Instansi  Pemerintah  Perangkat  Daerah,  

pada  hari  kamis-Jum`at  tanggal  11-12 Agustus 2022, 

bertempat di Ruangan Rapat Biro Organisasi Setda Provinsi 

Lampung; 

15. Rapat  Persentasi  Evaluasi  Reformasi  Birokrasi  dan  Sistem  

Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 Perangkat 

Daerah (zoom meeting), pada hari senin tanggal 22 Agustus 2022; 

16. Rapat Koordinasi Tim Teknis Aplikasi e-SAKIP Provinsi Lampung, 

pada hari Jum`at tanggal 26 Agustus 2022, bertempat di Ruangan 

Rapat Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung; 

17. Rapat Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 Perangkat 

Daerah (zoom meeting), pada hari Rabu tanggal 7 September 2022; 

18. Rapat  Koordinasi  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  

Pemerintah  Award  dan Pembahasan e-SAKIP Lampung Tahun 

2022, pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, bertempat di 

Ruangan Rapat Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung; 

19. Rapat Lanjutan SAKIP Award Provinsi Lampung Tahun 2022, pada 

hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022, bertempat di Ruangan Rapat 

Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung; 

  

20. Rapat Koordinasi Finalisasi SAKIP Award dan Pembahasan e-

SAKIP, pada hari kamis tanggal 18 November 2022, bertempat di 

Hotel Novotel, jalan Gatot Subroto No. 136, Telukbetung. 
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21. Rapat Asistensi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

Tahun 2022, pada hari Selasa tanggal 22 November 2022, 

bertempat di Gedung Pusiban Komplek Pemerintah Daerah 

Provinsi Lampung; 

22. Rapat SAKIP Award dan Soft Launching e-SAKIP Provinsi Lampung 

Tahun 2022, pada hari Jum`at tanggal 23 Desember 2022, 

bertempat di Hotel Novotel Jln. Gatot Subroto No. 136, Teluk 

Betung; 

23. Acara SAKIP Award Provinsi Lampung Tahun 2022, pada hari 

kamis tanggal 29 Desember 2022, bertempat di Hotel Novotel, 

jalan Gatot Subroto No. 136, Telukbetung. 
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 Gambar 3.7 Foto Kegiatan Akuntabilitas Kinerja 
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4. Reformasi Birokrasi 

 

Program reformasi birokrasi mencakup 8 (delapan) area 

perubahan yang terdiri dari Manajemen Perubahan, Penataan 

Peraturan Perundang-undangan, Penataan Organisasi, Penataan 

Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia 

Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas dan 

Peningkatan Pelayanan Publik . 

 
1. Manajemen Perubahan 

a. Tujuan 

Mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi 

serta mindset (pola pikir) dan cultureset (cara kerja) individu 

ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif, profesional, dan 

berintegritas sehingga dapat memenuhi tuntutan 

perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang 

semakin meningkat. 

b. Kondisi yang ingin dicapai 

1. Semakin konsistennya keterlibatan pimpinan dan seluruh 

jajaran pegawai dalam melaksanakan reformasi birokrasi. 

2. Perubahan Pola Pikir dan Budaya kerja yang semakin 

meningkat, khususnya dalam merespon perkembangan 

zaman. 

3. Menurunnya resistensi terhadap perubahan. 

4. Budaya perubahan yang semakin melekat (embedded). 

c. Indikator Hasil 

Indeks Kepemimpinan Perubahan. 

d. Program/kegiatan 

1. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi. 

2. Penetapan dan pelaksanaan Road Map Reformasi 

Birokrasi. 

3. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi. 

4. Perubahan pola piker dan budaya kerja  ASN dan cara 

kerja yang adaptif  
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2. Deregulasi kebijakan 

a. Tujuan 

Menyederhanakan regulasi dan menghapus 

regulasi/kebijakan yang sifatnya menghambat. Selain 

melaksanakan deregulasi kebijakan, diharapkan juga dapat 

meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-

undangan yang dikeluarkan. 

b. Kondisi yang ingin dicapai 

1) Menurutnya tumpang tindih dan disharmonisasi 

peraturan peraturan perundang-undangan. 

2) Meningkatnya efektifitas pengelolaan peraturan 

perundang-undangan. 

3) Menurunnya kebijakan yang menghambat investasi/ 

perizinan kemudahan berusaha. 

c. Indikator Hasil antara 

1) Indeks Reformasi Hukum. 

d. Program/kegiatan 

1) Melakukan Harmonisasi terhadap peraturan perundangan 

yang tidak harmonis. 

2)  Adanya sistem pengendalian dalam penyusunan 

peraturan perundang-undangan. 

 
3. Penataan dan Penguatan organisasi 

a. Tujuan  

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi 

Pemerintah Provinsi Lampung secara proporsional sesuai 

dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing 

sehingga tercipta organisasi yang tepat fungsi dan tepat 

ukuran. 

b. Kondisi yang ingin dicapai  

1) Menurutnya tumpang tindih tugus pokok dan fungsi 

internal Pemerintah Provinsi Lampung. 

2) Meningkatnya kapasitas kementerian 



 

 
Biro Organisasi 

 

 

3) Terciptanya desain organisasi Pemerintah Provinsi 

Lampung yang mendukung kinerja . 

4) Berkurangnya jenjang organisasi Pemerintah Provinsi 

Lampung dalam rangka meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi kerja. 

c. Indikator 

Indeks kelembagaan  

d. Program/kegiatan 

1) Penataan organisasi. 

2) Evaluasi Kelembagaan. 

3) Tindak lanjut evaluasi kelembagaan. 

 

4. Penataan Tatalaksana 

a. Tujuan  

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem, proses dan 

prosedur kerja. Salah satu yang perlu diciptakan yaitu 

dengan menerapkan SPBE yang akan menjadi acuan dalam 

integrasi proses bisnis, data, infrastruktur, aplikasi, dan 

keamanan SPBE untuk menghasilkan keterpaduan secara 

nasional. 

b. Kondisi yang ingin dicapai 

1) Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam 

proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan. 

2) Terciptanya pemanfaatan teknologi informasi terintegrasi  

yang akan menghasilkan keterpaduan peroses bisnis, 

data, infrastrukur, dan aplikasi 

3) Meningkatnya efektifitas dan efesiensi proses manajemen 

pemerintahan. 

4) Meningkatnya kinerja di Pemerintah Provinsi Lampung. 

c. Indikator 

1) Indeks SPBE. 

2) Indeks pengawasan kearsipan. 

3) Indeks pengelolaan keuangan. 
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4) Indeks pengelolaan aset. 

5) Indeks Tata Kelola Pengadaan barang dan jasa. 

d. Program/kegiatan 

1) Penyusunan Proses Bisnis dan Prosedur Operasional 

Tetap (SOP) 

2) Penerapan Manajemen SPBE. 

3) Keterbukaan informasi public. 

 
5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 

a. Tujuan  

Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya manusia 

aparatur yang didukung oleh sistem rekruitmen dan promosi 

aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh 

gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan. 

b. Kondisi yang ingin dicapai  

1) Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan Sumber 

Daya Manusia aparatur. 

2) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan 

Sumber Daya Manusia aparatur  

3) Meningkatnya Disiplin Sumber Daya Manusia aparatur. 

4) Meningkatnya efektivitas manajemen Sumber Daya 

Manusia  Aparatur. 

5) Meningkatnya Profesionalisme Sumber Daya Manusia 

aparatur. 

c. Indikator. 

1) Indeks profesionalitas ASN 

2) Indeks Merit System, 

d. Program/kegiatan 

1) Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan 

kebutuhan organisasi 

2) Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, 

akuntabel dan bebas KKN. 

3) Pengembangan pegawai berbasis kompetensi. 

4) Promosi jabatan dilakukan secara terbuka 
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5) Penetapan kinerja individu. 

6) Penegakan aturan disiplin/kode etik/ kode prilaku 

pegawai. 

7) Pelaksanaan evaluasi jabatan. 

8) Sistem Informasi Kepegawaian. 

 

 

6. Penguatan Akuntabilitas 

a. Tujuan  

Menciptakan Pemerintah Provinsi Lampung yang akuntabel 

dan berkinerja tinggi. 

b. Kondisi yang ingin dicapai 

1) Meningkatnya komitmen pimpinan dan jajaran pegawai 

terhadap kinerja diandingkan sekedar kerja rutinitas 

semata. 

2) Meningkatnya kemampuan Pemerintah Provinsi Lampung 

dalam mengelola kinerja organisasi. 

3) Meningkatnya kemampuan Pemerintah Provinsi Lampung 

dalam menetapkan strategi yang tepat untuk mencapai 

tujuan organisasi. 

4) Meningkatnya efektivitas dan efisiensi penggunaan 

anggaran. 

c. Indikator 

1) Indeks perencanaan. 

d. Program/kegiatan 

1) Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh 

penanggung jawab dalam perencanaan kinerja , 

monitoring dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja. 

2) Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja 

 

7. Penguatan pengawasan 

a. Tujuan 

Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih 

dan bebas KKN. 
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b. Kondisi yang ingin dicapai 

1) Meningkatnya kepatuhan dan efektivitas terhadap 

pengelolaan keuangan negara. 

2) Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang. 

3) Meningkatkan sistem integritas di Pemerintah Provinsi 

Lampung. 

c. Indikator 

1) Maturnitas SPIP. 

2) Kapabilitas APIP. 

3) Indeks SIN. 

4) Indeks Risiko. 

d. Program/kegiatan. 

1) Terdapat kebijakan penanganan gratifikasi 

2) Penerapan SPIP.  

3) Terdapat kebijakan pengaduan masyarakat. 

4) Terdapat kebijakan whistle Blowing System 

5) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). 

6) Pembangunan unit kerja ZI menuju WBK/WBBM. 

7) Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan . 

 
8. Pelayanan Publik 

a. Tujuan 

Meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan 

dan harapan masyarakat. 

b. Kondisi yang ingin dicapai 

1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, 

berbiaya rendah, lebih aman, dan lebih mudah 

dijangkau). 

2) Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh 

standarisasi pelayanan secara nasional dan internasional. 

3) Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap 

penyelenggaraan pelayanan publik. 
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c. Indikator 

1) Indeks pelayanan publik. 

2) Indeks Inovasi 

3) Kepatuhan pelayanan public 

d. Program/kegiatan 

1) Melakukan penguatan implementasi kebijakan bidang 

pelayanan publik (Standar pelayanan, maklumat 

pelayanan, SKM). 

2) Dilakukan berbagai upaya  peningkatan kemampuan 

dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya 

pelayanan prima. 

3) Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan. 

4) Dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap 

pelayanan.  

5) Pemanfaatan Teknologi Informasi.  

Biro Organisasi sebagai motor penggerak implementasi 

Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung 

telah mengkoordinir OPD di Lingkungan Provinsi Lampung dalam 

menerapkan 8 (delapan) Area Perubahan di Provinsi Lampung. 

Capaian serta progress nilai evaluasi RB di Provinsi Lampung adalah 

sebagai berikut: 

Grafik 3.1 Capaian serta Progres Nilai Evaluasi RB 

 

  

  

 

2016 
 

56,13 
(CC) 

 

2017 
 

57,63 
(CC) 

 

2018 
 

58,49 
(CC) 

 

2019 
 

60,05  
(B) 

 

2020 
 

52,03 
(CC) 

 

2021 

58,38 

(CC) 
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6.  Pembinaan Tatalaksana Pemerintahan 

Dalam mempercepat pelaksanaan Pembinaan Tatalaksana 

Pemerintahan  Bidang Tatalaksana di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota Tahun 2021, Biro Organisasi 

Sekretariat Daerah Provinsi Lampung melalui Sub Bagian Tatalaksana 

Pemerintah telah melakukan langkah-langkah antara lain membuat 

Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor : 045.2/3203/07/2021 

tentang Peningkatan Integritas Aparatur Sipil Negara Dilingkungan 

Pemerintah Provinsi Lampung, Surat Edaran Gubernur Lampung 

Nomor : 045.2/3744/07/2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja 

Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan 

Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 

 Gambar 3.8 Foto Kegiatan Reformasi  Birokrasi 
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(COVID-19) Di Provinsi Lampung, Surat Edaran Gubernur Lampung 

Nomor : 045.2/3672/07/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan 

Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dilingkungan 

Pemerintah Provinsi Lampung, Surat Edaran Gubernur Lampung 

Nomor : 045.2/4338/07/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan 

Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dilingkungan 

Pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Provinsi Lampung, Surat 

Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/400/B.07/HK/2021 

tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi Lampung. 

 

 

 Gambar 3.9 Foto Kegiatan Tatalaksana Pemerintahan 
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7. Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja ASN di Lingkungan Provinsi 

Lampung 

Dalam upaya percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

khususnya pada area Manajemen Perubahan, Pemerintah Provinsi 

Lampung telah menerbitkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 52 

Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Budaya Kerja Aparatur 

Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dengan slogan 

“SIGER EMAS” yang terdiri dari : Semangat, Integritas, Gotong 

Royong, Etos Kerja, Responsif, Efektif dan Efisien, Motivasi, 

Akuntabel dan Selaras. Untuk menindaklanjuti Peraturan Gubernur 

tersebut telah diterbitkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi 

Lampung nomor: 045.2/0501/07/2021 tanggal 10 Februari 2021 

tentang Pelaksanaan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara Di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Dengan diterbitkannya 

surat edaran tersebut diharapkan agar Aparatus Sipil Negara di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dapat menerapkan nilai-

nilai budaya kerja SIGER EMAS dalam pelaksanaan tugas melalui 

sikap dan prilaku sehari-hari sehingga terbentuk Aparatus Sipil 

Negara yang Profesional dengan karakteristik adaftif, berintegritas, 

berkinerja tinggi dan memberikan pelayanan prima. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah, 

Agen Perubahan adalah individu atau kelompok terpilih yang 

menjadi pelopor perubahan dan sekaligus dapat menjadi contoh dan 

panutan dalam berprilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja 

yang tinggi di lingkungan organisasinya. Pemerintah Provinsi 

Lampung telah menerbitkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 52 

Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Budaya Kerja Aparatur 

Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung bahwa 

Kriteria untuk dapat dipilih menjadi Agen Perubahan pada setiap unit 

kerja adalah sebagai berikut :  
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1. Berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara; 

2. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai; 

3. Bertanggungjawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai 

dengan bidang tugas dan fungsinya; 

4. Taat aturan disiplin dank ode etik pegawai serta konsisten 

terhadap penegakan aturan disiplin dan kode etik; 

5. Mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan kerjanya; 

6. Inovatif dan proaktif terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi 

dan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi. 
 

 

Tabel 3.6  Pelaksanaan Budaya Kerja 

 

 

 
 

 

2019 

•Peraturan Gubernur 
Lampung No. 52 
Tahun 2019 Tentang 
Pedoman 
Pelaksanaan Budaya 
Kerja Aparatur Sipil 
Negara di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi 
Lampung. 

•Keputusan Gubernur 
Lampung No. 
G/816/B.09/HK/2019 
Tentang Penunjukan 
Agen Perubahan 
Budaya Kerja dalam 
rangka Pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi di 
Lingkungan 
Pemerintah Provinsi 
Lampung 

2020 

•Dokumen 
Keputusan Agen 
Perubahan PD di 
Lingkungan 
Pemprov Lampung 

•Dokumen 
Kelompok Budaya 
Kerja ASN pada 
Perangkat Daerah 
di lingkungan 
Pemprov Lampung 

•Dokumen Evaluasi 
Pelaksanaan 
Budaya Kerja ASN 
di Lingkungan 
Pemprov Lampung 

2021 

•Dokumen Evaluasi 
Pelaksanaan Budaya Kerja 
Pada Perangkat Daerah 
Dilingkungan Pemerintah 
Provinsi Lampung 

•Dokumen Rencana Aksi Agen 
Perubahan Pada Perangkat 
Daerah Dilingkungan 
Pemerintah Provinsi Lampung 

•Pergub Lampung Nomor 49 
Tahun 2021 tentang 
Perubahan atas Pergub 
Lampung No 7 Tahun 2015 
tentang Pedoman Kode Etik 
PNS Dilingkungan Pemerintah 
Provinsi Lampung 

•Keputusan Gubernur Lampung 
Nomor : G/671/B.07/HK/2021 
tentang Pembentukan Majelis 
Kode Etik PNS Pemerintah 
Provinsi Lampung 

2021 

•Dokumen Evaluasi 
Pelaksanaan 
Budaya Kerja pada 
Perangkat Daerah 

•Dokumen 
Implementasi Core 
Values ASN 
"BerAKHLAK" Dan 
Employer Branding 
#Bangga Melayani 
Bangsa# Di 
Lingkungan 
Pemerintah Provinsi 
Lampung 
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     Gambar 3.10 Foto Kegiatan Budaya Kerja 
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        Tabel 3.5 
Faktor Pendukung, Penghambat Dan Solusi IKU I 

Biro Organisasi setda Provinsi Lampung 
 

 

Program Kegiatan Faktor Pendukung/ 
Penghambat 

Solusi 

1. Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah. 

1. Kegiatan Perencanaan, 
Penganggaran, dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah. 

FAKTOR PENDUKUNG: 
 

1. Adanya komitmen yang kuat 
dalam lingkup organisasi 
dalam peningkatan kapasitas 
SDM; 

2. Koordinasi hubungan kerja 
yang sinergis antar  Bagian; 

3. Sumber Daya Manusia yang 
memadai; 

 
FAKTOR PENGHAMBAT: 

 

1. Tim RB Provinsi dan PD 
belum mengawal pelaksanaan 
RB dengan baik, kurang 
Kooperatifnya dari PD dalam 
menyediakan data yang 
diminta 

2. Penyerapan anggaran 
program/ kegiatan tidak sesuai 
dengan rencana KAS yang 
terinput 

3. Kurangnya Koordinasi dan 
Komunikasi antara Pemerintah 
Pusat, Pemerintah Daerah dan 
PD yang kurang efektif, karena 
kurangnya pertemuan dan 
waktu yang selalu mendesak 

 

1. Meningkatkan koordinasi 
antar Kasubbag Tata Usaha 
Biro di lingkungan Setda 
Provinsi Lampung dengan 
Subbag Perencanaan dan 
Pelaporan Bagian 
Kelembagaan dan Anjab Biro 
Organisasi. 

2. Sosialisasi/workshop 
Penyusunan Standar 
Kompetensi Jabatan 
dengan mengundang 
semua OPD, agar 
mendapatkan 
pemahaman dalam 
Penyusunan   Standar 
Kompetensi Jabatan 

 

3. Penambahan personil 
pada Subbag Penataan 
Kelembagaan sehingga 
koordinasi dan 
penyelesaian pekerjaan 
dapat berjalan tepat 
waktu 

 

4. Meningkatkan kerjasama 
dengan lembaga 
pendidikan dan lembaga 
pemberi beasiswa; 

 

5. Ditambahnya Sumber 
Daya Manusia dan sarana 
dan prasarana kantor 
 

6. Ditambahnya Sumber 
Daya Manusia dan sarana 
dan prasarana kantor 

 

2. Penataan Organisasi  
2. Kegiatan Administrasi Umum 

Perangkat Daerah. 

 3. Kegiatan Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah. 

 4. Kegiatan Fasilitas 
Kelembagaan dan Analisis 
Jabtan 

5. Kegiatan Fasilitasi Reformasi 
Birokrasi dan Akuntabilitasi 
Kinerja 
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3.2.2. Perbandingan Realisasi IKU 2 Dengan Tahun-Tahun 

Sebelum 

 

Adapun perbandingan antara realisasi IKU 2 tahun 2022 dengan 

tahun- tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 3.6 

Perbandingan Realisasi IKU II Biro Organisasi Setda 

Provinsi Lampung Tahun 2019-2022 

 

Sumber :Biro Organisasi, 2022 

 

  Pada sasaran Meningkatnya implementasi reformasi 

birokrasi, akuntabilitas kinerja, kelembagaan yang tepat fungsi 

dan ukuran serta tatalaksana provinsi dan kabupaten/kota 

dengan IKU 2 yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat. 

 

Sasaran 2 

Sasaran 

1 

Meningkatnya implementasi reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, 

kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran serta tatalaksana provinsi 
dan kabupaten/kota. 

 IKU 2 Indeks Kepuasan Masyarakat  

 Satuan Skor / Nilai  

2019 2020 2021 2022 

Targe
t 

Reali
sasi 

Capai
an 

Targe
t 

Realisa
si 

Capa
ian 

Targe
t 

Realisa
si 

Capa
ian 

Target Realisa
si 

Capaian 

- - - 80,1

35 

80,13

5 

100 82 82 100 84 84 100 
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 Pada tahun 2020 dengan realisasi 80,135 (skor/nilai) 

dan capaian sebesar 100% maka dikategorikan Sangat Tinggi, 

tahun 2021 dengan realisasi sebesar 82 (skor/nilai) dan 

capaian sebesar 100% maka dikategorikan Sangat Tinggi, 

tahun 2022 dengan realisasi sebesar 84 (skor/nilai) dan 

capaian sebesar 100% maka dikategorikan Sangat Tinggi. 

Perbandingan realisasi IKU 2 tahun 2022 dengan target 

akhir Renstra 

 

Adapun perbandingan antara realisasi IKU 1 tahun 2022 

dengan tahun akhir Renstra dapat dilihat pada tabel sebagai 

berikut : 

 

Sumber : Biro Organisasi, 2022 

 

Berdasarkan data pada tabel di atas, apabila dibandingkan 

antara capaian pada tahun 2022 dengan target akhir yang telah 

ditetapkan pada Renstra tahun 2024 menghasilkan capaian 

terhadap target akhir sebesar 100%, hal ini merupakan progres 

yang baik dimana masih terdapat 2 tahun lagi untuk 

Sasaran 1 

Sasaran 1  Meningkatnya implementasi reformasi birokrasi, 
akuntabilitas kinerja, kelembagaan yang tepat fungsi dan 

ukuran serta tatalaksana provinsi dan kabupaten/kota. 

 IKU 2 Indeks Kepuasan Masyarakat 

  Satuan Skor / Nilai  

2022 2024 

Target Realisasi Capaian Target Capaian 

84 84 100 100 100 
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menyelesaikan target akhir Renstra tahun 2024 

 

   Jumlah NNR Tertimbang    

           x 25 (kalau pilihan jawabannya 4 )  

    Unsur  

 

Grafik 3.1 

Indeks Kepuasan Masyarakat 

 

 

 
1. Evaluasi Pelayanan Publik 

Biro Organisasi memfasilitasi Evaluasi 

Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi di lingkungan Provinsi Lampung 

0
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antara lain Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu, Rumah Sakit Umum Daerah 

(RSUD), Dinas Pendapatan Daerah (Samsat). 

Tabel 3.4 Nilai Indeks Evaluasi Pelayanan Publik 

No Unit Penyelenggara 

2019 2020 2021 

Nilai 

Indeks 

Katego

ri 

Nilai 

Indeks 

Katego

ri 

Nilai 

Indeks 

Katego 

ri 

1 Dinas Penanaman 

Modal dan 

Pelayanan Satu 

Pintu (DPMPTSP) 

3,15 B- 2,74 C 3,51 B 

2 Rumah Sakit 

Umum Daerah 

(RSUD) 

3,34 B- - - - - 

3 Dinas Pendapatan 

Daerah (Samsat) 
3,26 B- 3,89 B 4,01 A- 

 
Nilai Rata-rata 3,25 B- 3,32 B- 3,76 B 

 

Selain itu Biro Organisasi juga sebagai Tim Evaluator 

Provinsi Lampung dalam melaksanakan Evaluasi 

Pelayanan Publik di 15 Kabupaten/Kota Se Provinsi 

Lampung. 
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         Gambar 3.11 Foto Kegiatan Pelayanan Publik 
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Faktor Pendukung, Penghambat Dan Solusi IKU 2   

Biro Organisasi Provinsi Lampung 

 

 

 

 

 

Program Kegiatan Faktor Pendukung/ 
Penghambat 

Solusi 

1.  Penataan 
Organisasi  

1.    Kegiatan Fasilitasi 
reformasi dan 
Akuntabilitas 
Kinerja  

FAKTOR PENDUKUNG: 
 

1. Adanya komitmen yang kuat  
umtuk melaksanakan pelayanan 
public yang prima. 

2. Sumber Daya Manusia        yang 
memadai. 

3. Sarana dan prasarana yang 
mendukung berbasi teknologi 
informasi. 

 
FAKTOR PENGHAMBAT: 

 
1. Koordinasi dengan OPD yang 

melaksanakan pelayanan 
Publik masih dirasakan sangat 
kurang, baik di tingkat 
Pemerintah Provinsi maupun 
Pemerintah Kabupaten/Kota 
se-Provinsi Lampung 
 

2. Kurangnya SDM dan Sarana 
prasarana kantor 

 
 

3. Terhambatnya Kegiatan dan 
Operasional Kantor 
 

1. Akan dilakukan 
Rapat Koordinasi 
dengan OPD terkait 
Pelayanan Publik. 

2. Sosialisasi/worksho
p Penyusunan 
Standar pelayanan 
public yang prima. 

3. Menghimbau untuk 
melakukan inovasi 
terkait pelayanan 
publik. 
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3.3. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan  

 

Realisasi kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung 

Tahun 2022, Pada indicator kinerja Persentase PD dalam 

pemenuhan dokumen tata kelola Organisasi sesuai dengan 

peraturan yang berlaku (Kelembagaan dan analisi Jabatan, 

Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Tatalaksana) 

telah mencapai target yang diharapkan, ini disebabkan 

karena Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung tela 

melaksanakan kegiatan Implementasi Reformasi Birokrasi 

dan Akuntabilitas Kinerja, Kelembagaan dan Analisis 

Jabatan, serta Tatalaksana Pemerintah. 

 

3.4  Akuntabilitas Keuangan Pagu dan Realisasi Keuangan Ta. 

2022 

Selama tahun 2022 pelaksanaan program dan kegiatan 

dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta 

untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai 

Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dianggarkan melalui 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 

(APBDP) Provinsi Lampung dengan total nilai keseluruhan 

adalah sebesar Rp.3.000.000.000,- sedangkan realisasi 

anggaran mencapai Rp.2.788.441.470,- atau dengan serapan 

dana APBDP mencapai 90,78%, 
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Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang 

terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran 

Renstra Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung pada tahun 

2021 dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 3.10 
Pagu dan Realisasi Anggaran Biro Organisasi 

Setda Provinsi Lampung Tahun 2022 

 
 

No. 
Program Pagu Anggaran 

Realisasi 

Anggaran 
Persentase 

Capaian 

Kinerja 

1 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintah 
Daerah 

1.547.240.500,00 1.485.044.945,00 95,98 96,76 

2 
Penataan 

Organisasi 
1.452.759.500,00 1.303.396.525,00 89,72 100 

 
JUMLAH 3.000.000.000,00 2.788.441.470,00 90,71 98,84 

 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang 

direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi 

serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Biro Organisasi 

Setda Provinsi Lampung pada tahun 2022. 

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian 

Misi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, dapat diketahui dari 
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capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 

2022 sebagaimana tabel berikut : 

 
Tabel 3.11 

Efektifitas dan Efisiensi Anggaran terhadap Capaian IKU Biro 
Organisasi 

Setda Provinsi Lampung Tahun 2022 

 

No. IKU 
Capaian 

Kinerja 
Pagu Realisasi 

Capaian 

Keuang

an 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Persentase PD 

dalam pemenuhan 

dokumen Tata 

Kelola Organisasi 

sesuai dengan 

Peraturan yang 

berlaku 

(Kelembagaan dan 

Analisis Jabatan, 

Reformasi 

Birokrasi dan 

Akuntabilitas 

Kinerja, 

Tatalaksana) 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat 

98,65% 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

2.717.992.000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

282.008.000,00 

2.525.233.945,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

263.207.525,00 

90,57% 

 

 

 

 

 

 

 

 

93,33% 

 

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Misi 

Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, dapat disimpulkan bahwa 

anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja misi 

organisasi. 
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Dari kegiatan selama Tahun Anggaran 2022 dilakukan 

penghitungan realisasi secara detail terhadap 13 (tiga belas) sub 

kegiatan yaitu : 

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah, dengan biaya Rp.191.020.900,- dan terealisasi sebesar 

Rp.183.867.899,- (96,26%), dengan nilai capaian indikator 

kinerja 100%. 

2. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan biaya 

Rp.135.315.500,- dan terealisasi sebesar Rp.106.415.500,- 

(78,64%), dengan nilai capaian indikator kinerja 100%  

3. Sub Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi, dengan biaya 

Rp.876.458.00,- dan terealisasi sebesar Rp.865.532.046,- 

(98,75%), dengan nilai capaian indikator kinerja 100% 

4. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor, dengan biaya Rp.218.056.100,- dan terealisasi sebesar 

Rp.203.439.500,- (93,30%), dengan nilai capaian indikator 

kinerja 83,78%. 

5. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, 

dengan biaya Rp.126.390.000,- dan terealisasi sebesar 

Rp.125.790.000,- (99,53%), dengan nilai capaian indikator 

kinerja 100%. 

6. Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi, dengan 

biaya Rp.195.879.000,- dan terealisasi sebesar 
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Rp.132.423.800,- (67,60%), dengan nilai capaian indikator 

kinerja 100% 

7. Sub Kegiatan Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota, dengan 

biaya Rp.107.082.000,- dan terealisasi sebesar Rp.71.532.00,- 

(66,80%), dengan nilai capaian indikator kinerja 100% 

8. Sub Kegiatan Analisis Jabatan, dengan biaya Rp. 239.451.000,- 

dan terealisasi sebesar Rp.209.651.00,- (87,55%), dengan nilai 

capaian indikator kinerja 100% 

9. Sub Kegiatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dengan biaya 

Rp.147.196.500,- dan terealisasi sebesar Rp.146.976.500,- 

(99,85%), dengan nilai capaian indikator kinerja 100% 

10. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, 

dengan biaya Rp.256.238.000,- dan terealisasi sebesar 

Rp.256.100.700,- (99,95%), dengan nilai capaian indikator 

kinerja 100% 

11. Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja, dengan 

biaya Rp.102.048.000,- dan terealisasi sebesar 

Rp.100.648.000,- (98,63%), dengan nilai capaian indikator 

kinerja 100% 

12. Sub Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan, dengan 

biaya Rp.122.857.000,- dan terealisasi sebesar 

Rp.122.857.00,- (100%), dengan nilai capaian indikator kinerja 

100%. 
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13. Sub Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik, dengan 

biaya Rp.282.008.000,- dan terealisasi sebesar 

Rp.263.207.525,- (93,33%), dengan nilai capaian indikator 

kinerja 100%. 

 

Tabel 3.12 
Efisiensi Anggaran Tahun 2022 

 

 

NO 
NILAI 

EFISIENSI 

TOTAL ANGGARAN 

(Rp) 

PRESEN 
TASE 

(%) 

JUMLAH 
PROGRAM & 

KEG YANG 
DIFOKUSKAN 

TOTAL 

PROGRAM & 
KEGIATAN 

KETERANGAN 

1 2 3 4 5 6 7 

1 0 
3.000.000.000,0

0 
0 

13 Sub 
Kegiatan,     

5 Kegiatan, 

2 Program 

13 Sub 
Kegiatan,     

5 Kegiatan, 

2 Program 
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Tidak 

Mengalami 

Efisiensi 
Anggaran, 

hanya 

Melakukan 
Pergeseran 

Terhadap 

Anggaran 
Belanja  

 

  

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Biro 

Organisasi Tidak Mengalami Efisiensi Anggaran, hanya 

Melakukan Pergeseran Terhadap Anggaran Belanja dari 

jumlah APBD Rp.3.000.000.000,- dengan jumlah 2 Program, 

5 Kegiatan dan 13 Sub Kegiatan yang difokuskan. 
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3.5  Prestasi OPD yang diraih selama tahun 2022 

1. Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah Tahun 2021 oleh Deputi Bidang Reformasi 

Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan  , 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Provinsi Lampung memperoleh nilai 

66,88 dengan predikat Nilai “B”. Penilaian Tersebut 

Menunjukkan Tingkat Efektifitas dan Efisiensi 

Penggunaan Anggaran Dibandingkan Dengan Capaian 

Kinerjanya, Kualitas Pembangunan Budaya Kinerja 

Birokrasi Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang 

Berorientasi Hasil Pada Pemerintah Provinsi lampung 

Menunjukkan Hasil Yang Baik. 

 

 
Gambar 3.12 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



 
Biro Organisasi 

 

 

 

LKj Biro Organisasi Lampung Tahun 2022 

III - 52 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

2. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021, Indeks 

Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2021 

adalah 58,38 dengan kategori “CC”. Hasil evaluasi tersebut 

menunjukan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung telah berupaya 

untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang lebih baik melalui 

perbaikan berkelanjutan yang di tandai dengan meningkatnya nilai 

pada era pemenuhan, hasil antara era perubahan daan reform, serta 

di ikuti dengan peningkatan nilai dengan komponen hasil .  
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Gambar 3.13 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

Tahun 2021 
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BAB IV PENUTUP 

Laporan  Kinerja (LKj) Biro Organisasi Lampung Tahun 2022 

ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan 

pemerintah yang baik (Good Governance) Biro Organisasi Lampung 

Tahun 2022 Pembuatan LKj ini merupakan langkah yang baik dalam 

memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 

Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik 

sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. 

LKj Biro Organisasi Lampung Tahun 2022 ini dapat 

menggambarkan kinerja Biro Organisasi Lampung dan Evaluasi 

terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, 

maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang 

mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. 

Dalam tahun 2022 Biro Organisasi Lampung menetapkan 

sebanyak 1 (satu) tujuan, 1 (satu) indikator tujuan, 1 (satu) sasaran 

dan 2 (dua) IKU sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja 

Perubahan Tahun 2022 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian 

tujuan dan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut : 

 Tujuan 1 terdiri dari 1 indikator. 

 Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan capaian kinerjanya 

100% 

 Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan capaian kinerjanya 

100% 

 




